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Penegak hukum dalam menegakkan hukum harus sesuai dengan hukum 
dan rasa keadilan dalam masyarakat. Dimana kadangkala masih terdapat 
kekeliruan dalam penanganan perkara dan penjatuhan hukuman yang kurang adil 
oleh hakim. Seperti pada putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PN.Ktg, Hakim 
Pengadilan Negeri Kotamobagu menyatakan terdakwa bersalah sesuai ketentuan 
pada Pasal 21 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Terdakwa diputus 
bersalah oleh majelis hakim karena telah terbukti melakukan tindak pidana 
“secara bersama-sama mengambil, menebang, memindahkan dan meniagakan 
tumbuhan yang dilindungi”. Namun pada putusannya hakim atas berabagai 
pertimbangannya menjatuhkan hukuman pidana penjara yang lebih ringan 
daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dari latar belakang tersebut, penulis 
merumuskan masalah yaitu meliputi bagaimana pertimbangan hukum hakim 
dalam putusan perkara pidana nomor No.40/Pid.B/2014/PN.KTG dan Apakah 
putusan tersebut telah memenuhi aspek kepastian hukum, kemanfaatan hukum 
dan keadilan hukum. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan 
hukum oleh hakim yang menjatuhkan putusan diluar Tuntutan jaksa Penuntut 
Umum dalam menjatuhkan putusan dalam perkara No 40/Pid.B/2014/PN.Ktg 
dan Untuk Mengetahui Putusan Hakim dalam perkara tersebut telah sesuai 
dengan aspek kepastian hukum, kemanfaatan Hukum dan keadilan hukum. 
Penelitian ini menggunakan metode Analisa Preskriptif dan Content Analisa 
yaitu mempelajari dan menganalisa isi dari Putusan Nomor 
40/Pid.B/2014/PN.Ktg. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 
40/Pid.B/2014/Pn.Ktg bahwasanya belum sesuai berdasarkan pada pertimbangan 
yuridis khususnya dalam surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Putusan 
tersebut sudah memenuhi aspek kepastian hukum namun belum memenuhi aspek 
kemanfaatan dan keadilan hukum 
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Law enforcement in upholding the law should be in accordance with the law and a 
sense of justice in society. Where sometimes, there are still errors in the handling 
of the case and the imposition of a penalty that is less fair by the judge. As in 
decision No. 40/Pid.B/2014/PN.Ktg, the Judge of the district Court Kotamobagu 
declare the defendant guilty according to the provisions in Article 21 Paragraph 
(1) letter a of Law Number 5 of 1990 concerning conservation of living Natural 
Resources and Ecosystems. The defendant being found guilty by the judge 
because it has been proven to perform criminal acts “together, take, cut, move and 
meniagakan protected flora”. But in its decision the judge of a variety discretion 
pass a sentence of imprisonment that is lighter than the demands of the Public 
Prosecutor. From this background, the authors formulate the problem of covering 
how the legal reasoning of the judge in the verdict of the criminal case number 
No.40/Pid.B/2014/PN.KTG and Whether the verdict has been fulfilling aspects of 
legal certainty, the expediency of the law and legal justice. This paper aims to 
determine the consideration of the law by the judge who handed down a decision 
outside of the Demands of the Public prosecutor in the decision in case No. 
40/Pid.B/2014/PN.Main and To Know the Verdict of the Judge in the case had 
been in accordance with the aspect of legal certainty, the expediency of the Law 
and legal justice. This research using the method of Analysis Prescriptive and 
Content Analysis which is to study and analyze the contents of the Decision No. 
40/Pid.B/2014/PN.Ktg. The basis of the consideration of the judge in the decision 
No. 40/Pid.B/2014/Pn.Ktg that is not appropriate based on the consideration of the 
juridical in particular in the letter of demands by the Public Prosecutor and the 
Decision of the aspect of legal certainty but do not meet the aspects of expediency 
and justice of the law 
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